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PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
TERHADAP PENGINGKARAN KEADILAN DALAM
ARBRITASE INTERNASIONAL

RECCA AYU HAPSARI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung J ZA Pagar Alam No 26 Bandar Lampung

ABSTRACT

Denial of justice as be the emergence of state responshility in international law if the country
does not meet certain standards in carried out justice against foreigners . In essence, the denial
of justice is a concept of protection for investors, which is based on three elements, foreigners
, the state responsibility under international law , and how unfair in holding the judiciary . The
legal consequences of denial of justice is a state should be responsible for either restitution or
compensation . ( Zephaniah B.P. Naidoo , 2015: 11 ) . Denial of justice (denial of justice) this
comes as no availability or provides a means of justice as appropriate in resolving the case by
using local legal ingtitutions ( the exhaustion of local remedies ) . So when there is denial of
justice one party can sue the Sate Responsibility of the provider country of law .

Key word: State Responsibility, Denial of justice, the I nternational Arbritase

I. PENDAHULUAN

Indonesia dan sambilan  negara
anggota ASEAN lainnya telah menyepakati
perjanian Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) atau ASEAN Economic Community
(AEC). Masyarakat Ekonom  ASEAN
(MEA) merupakan bentuk integras ekonomi
ASEAN dadam artian adanya system
perdagaangan bebas antara Negara-negara
ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang
sdanjutnya dissbut MEA menjadi  redlisas
tyuan akhir dari integras ekonom yang
dianut dalam Vis 2020, yang didasarkan
pada konvergens kepentingan negara-negara
anggota ASEAN untuk memperdalam dan
memperluas integrasi ekonom.

Pada sis investas, kondis ini dapat
menciptakan ikim  yang  mendukung
masuknya Foreign Direct Investment (FDI)
yang dapat menstimulus  pertumbuhan
ekonom melalu  perkembangan teknolog,
penciptaan  lapangan  kerja,  pengembangan
sumber daya manusia (human capital) dan
akses yang lebih mudah kepada pasar dunia

(Arya
Baskoro,http://crmsindonesia.org/node/624).
Kebutuhan terhadap modal asing merupakan
kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh
negara-negara berkembang, karena
mutlaknya  arti perting  pembangunan
ekonom bag negara-negara berkembang.

Daam ha investas  Indonesia
memiliki sgarah yang panjang, dimulai dari
bangsa Eropa yang datang ke Indonesa
sebagal pedagang adalah investor.
Sebagaimana pertama  kali diawali oleh
kunjungan bangsa Italy yaitu Marcopolo ke
Sumatra pada tahun 1290. Hingga datangnya
kongs dagang Belanda VOC (Verenigde
Oogt Indische Compagnie).

Salah satu  pertimbangan  utama  bag
investor melakukan investass adalah adanya
jamnan  hukum  penyelesaian sengketa
penanaman  moda.  Indonesia  memiliki
pengaturan tentang penyelesaian  sengketa
penanaman modal ada di dalam Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal.



Adanya cara penyelesaian sengketa
melalui  arbitrase  luar negeri  merupakan
pilinan para investor dengan pertimbangan
bahwa para investor khususnya asing tidak
mengenal atau memahami sistem hukum di
Negara tempat ia melakukan investas. Hal
tersebut dapat juga dikarenakan oleh Negara
tempat berinvestas tidak memberikan sarana
peradilan sebagaimana mestinya.

Indonesa pernah mengalam  perkara
terkat denial of judticee Hal tersebut
sebagaimana yang terjadi pada kasus AMCO
pada tahun 1966. Indonesia berperkara di
hadapan ICSID (The International Centre for
Settlement of Investment Disputes) ketika
melavan Amco Asia Corporation, di mana
pada saat itu poss Indonesia menjadi
tergugat dan AMCO Asa Corporation
menjadi  penggugat. Kasus  sengketanya
adalah mengenai  Pencabutan izin investas
yang telah diberikan oleh Badan Koordinas
Penanaman Moda (BKPM) terhadap AMCO
untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang
semula diberikan untuk jangka waktu 30
tahun. Namun BKPM  mencabut izin
investas  tersebut  ketika baru  memasuki
tahun ke-9 (Aldo Rico Geradi dan Ni Luh
Gede Astariyani, http://portalgaruda.org).

Dalam tingkat pertama, tim arbitrase
memberikan keputusan  yang terlalu
menitikberatkan  pada  ketentuan  hukum
internasional  dan juga lebih mengutamakan
perasaan keadilan dan kepatutan (ex aquo et
bono). Disni pemerintah Indonesia
dikalahkan. Terhadap hasil putusan tingkat
pertama, Indonesa menggjukan permohonan
untuk  membatalkan  putusan  tersebut.
Tindakan Indonesia dalam mencabut lisens
atau izin penanaman modal asing dianggap
benar sesual dengan hukum nasional yang
berlaku.  Sehingga pemerintah  Indonesia
seharusnya  dibebaskan  dari kewsjiban
membayar ganti kerugian. Namun, hasll dari
putusan panitia adhoc ICSID tingkat kedua

Indonesia tetap diwagjibkan untuk membayar
biaya kompensas gati kerugan atas
perbuatannya main hakim sendiri  terhadap

penanaman modal asng (I Made Udiana,
2011: 77-81).

Penolakan  putusan ICSID oleh
pemerintah  Indonesa  menjadi  sebuah

pengingkaran keadilan (denial of justice)
terhadap investor asng yang menggugat.
Ketidakadilan yang ditimbulkan  tersebut
yang menjadi pengingkaran keadilan (denial
of justice) yang dapat dijadikan aasan bagi
Negaral pihak yang dirugkan  menuntut
state responsibility dari negara penyedia
perangkat hukum setempat (exhaustion of
local remedies) (Adji Samekto ,2009:105).

Sebagaimana arti dari definis denial
of justice, sebaga muncuinya tanggung
jawab negara dalam hukum internasional jika
negara tidak memenuni dandar tertentu
dalam menyelenggarakan peradilan terhadap
orang asing. Apakah ada batasan terhadap
pertanggung awaban Negara (Sate
Responsibility) kepada para investor asing
yang dirugkan akibat adanya denial of
justice? Lau bagamana andliss menurut
pandangan hukum nasional yang
menyebutkan peradilan  dilaksanakan secara
independen, dan tak boleh diintervens
terhadap tuntutan investor asing karema
adanya denial of justice?
II.PEM BAHASAN
Batasan terhadap pertanggung jawaban
Negara (State Responsibility) kepada para
investor asing yang dirugikan akibat
adanya denial of justice

Guna mewuyudkan investas dengan
nila tambah di Indonesa, BKPM (Badan
Koordinas Penanaman Moda) menjalankan
insiatif ASEAN Comprehensive Investment
Agreement  (ACIA), tentunya sebagal
konsekuens  Indonesa menjadi  negara
anggota ASEAN Comprehensive Investment
Agreement. Ini merupakan  perjanjian
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investas yang komprehensf di  antara
negara-negara anggota ASEAN dan telah
berlaku secara efektif sgak 29 Maret 2012.
Indonesa juga harus mematuni  peraturan
perjanjian  investas ASEAN ini  yang
mengatur  kewajiban untuk tidak melakukan
denial of justice.

Defins sederhana  dari  denial  of
justice, sebaga munculnya tanggung jawab
negara daam hukum internasional  jika
negara tidak memenuni standar tertentu
dalam menyelenggarakan peradilan terhadap
orang asing. Pada intinya, denial of justice
adalah konsep perlindungan bag investor
yang bertumpu pada tiga unsur, yaitu orang
asng, tanggung jawab negara berdasarkan
hukum internasonal, dan cara tidak adil
dalam menyelenggarakan peradilan (Zefanya
B.P. Samosir , 2015.03).

Indonesia pernah mengalami  perkara
terkait denial of judticee Hal tersebut
sebagaimana yang terjadi pada kasus AMCO
pada tahun 1966. Indonesa berperkara di
hadapan ICSID (The International Centre for
Settlement of Investment Disputes) ketika
melavan Amco Asia Corporation, di mana
pada saat itu poss Indonesa menjadi
tergugat dan AMCO Asa Corporation
menjadi - penggugat.

ICSID (International Center for
Settlement of Investment Disputes) tengah
mengembangkan  dan menerapkan  satu
doktrin ~ hukum  “Denial of Justice”
(penolakan  untuk  memberi keadilan).
Menurut doktrin ini, setigp orang mempunyal
hak untuk mendapat keadilan. Dengan
demkian, jika Pengadilan Nasional menolak
untuk  memberikan  keadilan  (melakukan
“denial of justice’”) adalah adil jika korban
denial of justice mencari keadilan melalu
forum arbitrase internasional.

Daam Aznian v. Mexico, Award, 1
November 1999, 5 ICSID Reports 272, paras.
102 - 103, Magé€is Arbiter ICSID

menjelaskan apa yang dimeksud dengan
“Denial of Justice” dengan menyatakan:

“A denial of justice could be pleaded if the
relevant courts refuse to entertain a suit, if
they subject it to undue delay, or if they
administer justice in a serioudy inadequate
way. . . There is a fourth type of denial of
justice, namely the clear and malicious
misapplication of the law”

Konvens ICSID terbentuk  sebagai
akibat dari Stuas perekonomian dunia di era
tahun 1950-1960-an ketika beberapa negara
berkembang  menasionalisas  perusahaan-
perusahean asng yang berada di dalam
wilayahnya. Tindakan nasionalisas terhadap
investor-investor asing di daam wilayah
negara berkembang telah mengakibatkan
konflik-konflik ekonomi  yang tidak sedikit
justru mengubah sengketa ekonom menjadi
sengketa  politk atau  bahkan  sengketa
terbuka (perang). Barnk dunia kemudian
memprakarsal  pembentukan  suatu  badan
arbitrase internasional yaitu The
International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) yang didirikan
pada tanggal 14 Oktober 1966 yang
berkedudukan di  Washingon.  ICSID
didirikan untuk penyelesaian sengketa  di
bidang penanaman modal asing (Moch
Basarah, 2011:38-39). Dengan adanya
lembaga ini, membuka kemungkinan bagi
penanaman modal asng yang menanamkan
modanya di suatu negara peserta konvens
ICSID bilamana mereka menganggap telah
diperlakukan  kurang waar oleh pihak
pemerintah suatu negara dapat mengajukan
gugatan atau  klam sengketa tentang
penanaman modal asing yang merupakan
sengketa hukum  (legal  dispute) kepada
dewan arbitrase ICSID.

Pemerintah  Indonesa  meratifikas
Konvens tentang penyelesaian  sengketa
mengenai penanaman modal antar negara dan
warga hnegara lan (Convention on the



Settlement of Investment Dispute Between
Sates and Nationals of Other States) melalui
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang selanjutnya disebut Undang —
undang Nomor 5 Tahun 1968. Pasa 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968
menyatakan bahwa  sesuatu  perselishan
mengenal penanaman modal antara Indonesia
dengan warga negara asing diputuskan
menurut  korvenss  ICSID  dan  mewakili
Republik  Indonesia dalam  perselishan
tersebut  untuk hak substitus.  Kemudian
daam Pasa 3 disebutkan bahwa untuk
melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase
ICSID di  wilayah Indonesa, maka
diperlukan pernyataan Mahkamah Agung
untuk melaksanakannya.

Menuut Zefanya B.P.  Samosr
mengemukakan Denial of justice dianggap
penting bahkan konsep sentral dalam standar
minimum  internasional (Zefaoya  B.P.
Samosir, 2015:04). Pasal 11 (2a) ASEAN
Comprehensive Investment Agreement yang
menyebutkan fair and equitable treatment
requires each Member Sate not to deny
justice in any legal or administrative
proceedings in accordance with the principle
of due process. Akibat hukum denial of
justice adalah negara harus bertanggung
jawab  bak berupa restitus  maupun
kompensas. Redtitus  (pengembalian ke
keadaan semula) dianggap tidak mencukupi,
sehingga negara masih dibebani kompensas.
Besarnya konpensas yang harus dibayar
tentang layak tidaknya ganti rug diberikan
untuk mengganti  hilangnya reputas  bisnis,
kerugan  non-material,  kerugian  tidak
langsung atau hilangnya potens laba di mesa
depan.

Pengingkaran  keadilan (denial  of
justice) ini muncul karena  tidak
disedigkannya atau diberikannya sarana
peradilan  sebagaimana semestinga  dalam

menyelesaikan kasus dengan  menggunakan
pranata hukum setempat (exhaustion of local

remedies). Sehingga ketika terjadi
pengingkaran keadilan salah satu pihak bisa
menuntut State Responsbility dari negara
penyedia perangkat hukum setempat. Sate
Responsibility adalah prinsp dalam  hukum
internasional yang  mengatr  mengenai
timbunya  pertanggung  jawaban  suatu
negara kepada negara lainnya yang telah
dikodifikas dan diadops oleh International
Law Commision dalam ILC Draft Articles
on Sate Responsibility, ILC’s 53 rd Session,
Jenewa, 2001.

Negara adalah suatu  kesatuan
terorganisir yang nyata, tetapi bahwa Negara
tidak mampu melakukan tindakan fisk. Oleh
karena itu, yang dianggap "act of the Sate"
hanya dapat berupa tindakan fisk bak lewat
tindakan (action) atau keapaan (omission)
oleh manusa atau sekelompok manusia

(Dionisio Anzlotti, http://zonahukum.
blogspot.com).

Negara  sebaga  subyek  yang
berdaulat, tidak dapat dibebani

pertanggungjawaban. Hal ini ketika
meryuk pandangan bahwa hanya benar
apabila dikaitkan dengan tindakan-tindakan
negara terhadap warganya. Posis ini berbeda
dalam hubungan suatu negara dengan negara
lain. Dalam ha ini negara berkedudukan
sebagai subyek hukum  internasional
(International Person) dan  memiliki
pertanggungawaban yang melekat pada
dirinya. Pertanggungjawabannya adalah
pertanggungawaban  dalam arti  hukum.
Dalam hubungannya dengan negara lain
sehingga menyebabkan suatu kerugian bag
negara lainnya, perbuatan negara  yang
menyebabkan kerugian itu diukur dengan
hukum internasional. Jka dalam
perkembangannya perbuatan negara
dinyatakan melanggar hukum  internasional
meka terhadap negara yang bersangkutan
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akan timbu pertanggungawaban negara
(Sate Responsibility), yang kemudian segera
dikuti dengan adanya tindakan pemulihan
(redress) (Dionisio Anzlotti,
http://zonahukum.blogspot.com).

Sate Responsbility berhubungan erat
dengan suatu keadaan bahwa terhadap
prinsip fundamental dari hukum
internasional, negara atau suatu pihak yang
dirugkan berhak untuk mendapatkan garti
rug atas kerugian yang dideritanya. Karena
itu Sate Responsbility akan berkenaan
dengan penentuan tentang atas dasar gpa dan
pada sStuas yang bagamana negara dapat
dianggap telah melakukan tindakan yang
sdah secara internasional. Menurut  hukum
internasional, State Responsbility dibatas
pada pertanggungjawaban atas perbuatan
negara yang melanggar hukum internasional.

Dengan demikian, pertanggung awaban
negara dapat diartikan sebagal
pertanggung awaban yang dibebankan

kepada suatu negara karena negara tersebut
telah melakukan tindakan yang merugkan
negara lain menurut hukum internasional.
Pada  prinspnya, negara  tidak
bertanggungawab atas tindakan  individu,
kecuali mereka pada faktanya bertindak atas
nama negara atau melaksanakan elemen
otoritas pemerintahan pada saat absennya
pegabat pemerintahan. Namun, tindakan
individu ini juga dapat dibareng dengan
beberapa action atau omission yang dapat
diatribusikan pada negara. Menurut
Akehurst, tindakan (act) atau kedpaan
(omisssion)nya dapat berupa 6 bentuk, yakni
(Dionisio Anzlotti,
http://zonahukum.blogspot.com):
1) memprovoksai individu untuk menyerang
warga asing,
2) gagd untuk menyediakan reasonable
care (due diligence) untuk mencegah
individu membahayakan warga asing,

3) kegagdan nyata  untuk
individu,

4) kegagalan untuk  memberikan  akses
peradilan bag warga Negara asing
(denial of justice),

menghukum

5 memiliki keuntungan atas  tindakan
individu (misalnya menyimpan barang
jarahan individu),

6) mengdfirmes dan mendukung tindakan
individu secara nyata.

Secara  umum,  tindakan-tindakan
individu (investor-investor asing ) adalah
satu hal  tersendiri  dari  kewgjiban
internasional (international obligation,
misalnya kewgjiban “due diligence” untuk
melindungi  warga asng) dari  Negara,
berbeda bahwa individu tersebut diatas
melakukan tindakannya adalah hal  lain.
Dalam sistem hukum internasional,
pertanggungawaban negara hanya akan
dilibatkan apabila tindakan individu tersebut
mengakibatkan negara melanggar  norma
hukum internasional.

Konsep denial of justice dalam
investas  internasional telah menjadi  bahan
perdebatan sgjak lama. Perdebatan ini terjadi
antara Negara-negara penerima modal (yang
merasa bahwa Negara-negara pengekspor
modal  telah membuat  alasan  untuk
memperluas lingkup denial of justice untuk
menambah alasan penarikan tanggung jawab
Negara), dan Negara-negara pengekspor
modal (yang merasa bahwa Negara penerima
modal mencoba menghindari  kewajiban
internasional  mereka dengan menyempitkan
lingkup denial of justice).

Pengadilan Nasional mampu
menghindarkan diri dari tindakan yang dapat
dikudifikasikan sebagai “pengingkaran
keadilan” (denial of justice). Putusan
Arbitrase ICSID dalam perkara Aznian v.
Mexico, Award, 1 November 1999, 5 ICSID
Reports 272, paras. 102 — 103, menyatakan 4
tindakan yang dikudlifikaskan  sebagai



“denial of jugtice’, yaitu i) menolak untuk
mengadili (refuse to entertain a suit), ii)
sangat lamban daam mengadili (undue
delay), iii) melaksanakan peradilan secara
tidak layak (administer justice in a serioudy
inadequate way), atau iv) secara jelas dan
dengan itikad buruk melakukan kesalahan
dalam menerapkan hukum (clear and
malicious misapplication of the law). Jka
syarat ini  dipenuhi, Putusan Pengadilan
Nasiona tidak akan pernah dikutak-katik
oleh Putusan Arbitrase Internasional, apaag
dibatalkan. Bag para pencari keadilan,
aternatif ini (membuat pengadilan Indonesia
selau menghindarkan diri dari  kemungkinan
dinyatakan melakukan “denial of justice”)
adalah jauh lebih bak daripada alternatif
mundur  dari  ICSID (apalag  menutup
kemungkinan untuk berperkara di  hadapan
arbitrase internasional).
Analisis menurut pandangan hukum
nasional yang menyebutkan peradilan
dilaksanakan secara independen, dan tak
boleh diintervensi terhadap tuntutan
investor asing karena adanya denial of
justice

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesa Tahun 1945 menegaskan
bahwa Indonesa adalah negara hukum
Dengan ketentuan tersebut meka prinsip
perting negara hukum adalah adanya
jaminan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24
ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk  menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Di sSs lan juga, negara hukum
yang demokratis tercermin dengan

terselenggaranya  peradilan yang bebas dan

tidak memihak.

Adanya jaminan kekuasaan lembaga
peradilan yang independen merupakan satu
elemen penting dari konsep negara hukum.
Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri
bagh  pelaksansan  kekuasaan  lembaga
peradilan yang independen, yakni (A. V.
Dicey, 1922:185):

1. Kekuasan lembaga peradilan di semua
negara merupakan pelaksana  fungs
peradilan, dimana lembaga peradilan
hanya bekerja kalau ada pelanggaran
hukum atau hak warga negara tanpa ada
satu kekuasaan lainnya dapat melakukan
intervensi.

2. Fungs lembaga  peradilan hanya
berlangsung kalau ada kasus pelanggaran
hukum vyang khusus. Hakim bahkan
dikatakan mash dalam koridor
pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam
memutuskan  suatu  perkara  menolak
menerapkan pringp yang berlaku umum,
namun jika hakim menolak menerapkan
prinsp yang berlaku umum dimana dia
tidak dalam kondis memeriksa suatu
perkara, meka ia dapat dihukum atas
dasar pelanggaran tersebut.

3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya
berfungs  jika diperlukan dalam hal
adanya sengketa yang diatur dalam
hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan
fugs lembaga peradilan senantiasa
berujung padalahirnya sebuah keputusan.

4. Hukum nasond memberikan jaminan
keadilan dalam perlakuan yang tidak
memhak  terhadap pemodal  asing
sebagaimana diterangkan dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal,
menyebutkan:

1) Pemerintah memberikan perlakuan yang
sama kepada semua penanam modal yang
berasal dari negara mama pun yang
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melakukan kegiatan penanaman moda di
Indonesia sesua  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) tidak berlaku bag penanam
modal dari suatu negara  yang
memperolen  hak istimewa berdasarkan
perjanjian dengan Indonesia.

Penjelasan dari bunyi Pasal tersebut
telah jelas balhwa Indonesia menjunjung
tingg keadilan terhadap semua penanam
moda di Indonesa Ha ini karena
independens  peradilan merupakan pilar dan
sekaligus  roh  dari  peradilan. Tanpa
independens, tidak ada keadilan yang dapat
diwyudkan. Pandangan hukum  nasional
yang menyebutkan peradilan  dilaksanakan
secara  independen, dan tak  boleh
dintervens. Secara Nasional, pengakuan
terhadap independens peradilan  termaktub
pada Pasa 24 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.”

K etentuan—ketentuan tentang

pelaksanaan  (eksekus) putusan  Arbitrase
Asng (Internasional) di Indonesia terdapat
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI
pasal 65 sampai dengan pasal 69. K etentuan—
ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan
dengan ketentuan tentang pengakuan dan
pelaksanaan putusan  arbitrase  asing
(internasional) seperti  yang diatur  dalam
Kornvens New York 1958.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Arbitrase dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa

yang  berwenang  menangani mesalah
pengakuan  dari  pelaksanean  Putusan
Arbitrase  Internasonal  adalah  Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya pasal 66 mengatur  hal—hal

sebagai berikut: Putusan arbitrase

internasional hanya diakui  serta  dapat
dilaksanakan di  wilayah hukum Republik

Indonesia, apabila memenuhi  syarat—syarat

sebagal berikut:

a) Putusan Arbitrase I nternasional
dijatuhkan oleh arbiter atau mgelis
arbitrase di suatu negara yang dengan
negara Indonesia terikat pada perjanjian,
balk secara bilateral maupun multilateral,
mengenal  pengakuan dan  pelaksanaan
Putusan Arbitrase Internasional.

b) Putusan arbitrase internasional
sebagaimana dimeksud dalam huruf  a
terbatas pada putusan yang menurut
ketentuan hukum perdagangan.

c) Putusan arbitrase internasional
sebagaimana dimeksud dalam huruf a
hanya dapat dilaksanakan di Indonesa
terbatas pada putusan  yang tidak
bertentangan dengan ketertiban umum.

d) Putusan arbitrase internasional  dapat
dilaksanekan  di  Indonesa  setelah
memperoleh  eksekuatur  dari  Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e) Putusan arbitrase internasional
sebagamana dimeksud dalam huruf a
yang menyangkut Negara Republik
Indonesia sebagal salah satu pihak dalam
sengketa, hanya dapat dilaksanakan
setelah memperoleh  eksekuator  dari
Mahkamah Agung Republik Indonesa
yang sedanjutnya dilimpahkan  kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjuinya Pasal 67 menetapkan
bahwa permohonan pelaksanaan putusan
arbitrase  internasional  dilakukan  setelah
putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan
oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Konvens New York dalam pasa 5,
sebagaimana yang telah diratifikas Indonesia
melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun



1981, mencantumkan pua  sgumlah
ketentuan-ketentuan  lainnya  yang  dapat
merupakan aasan bag penolakan putusan
arbitrase asing (internasional), yang
menyangkut  hal-hal yang menyangkut due
prosess of law dapat dipertanyakan walaupun
ketentuan-ketentuan  lainnya  tersebut  tidak
dicantumkan dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia (Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian  Sengketa) apakah
hakim pengadilan Indonesa tidak terikat
pada ketentuan-ketentuan tersebut,
sedangkan  Indonesia  adalah  anggota
Konvens New York.

Asas — asas umum pelaksanaan
putusan arbitrase asing/internasional :
I. Asas final and binding
Pasa 3 korvens New York 1958
menyatakan setigp Negara  anggota
konvens harus mengakui putusan arbitrase
asing sebagal putusan yang mengkat dan
mempunyai  eksekus  terhadap para pihak.
Asas ini tercantum ada pada 68 (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999.
ii. Asas resprositas
Asas ini tercermin pada pasa 66 (@) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang
menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase
internasional  hanya diakui  serta  dapat
dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia
jilka memenuhi syarat, yaitu. putusan itu
dijatunkan oleh arbiter atau mgjelis arbitrase

disuatu  wilayah yang dengan Negara

Indonesia terikat pada perjanjian bak

bilatera  maupun  multilateral mengenai

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

asing.

iii. Putusan terbatas sepanjang hukum
dagang

Asas ini tercermin dalam pasal 66 (b) UU
nomor 30 tahun 1999 bahwa putusan
arbitrase internasional terbatas pada putusan

yang menurut ketentuan hukum Indonesia
termasuk  dalam ruang  lingkup  hukum
perdagangan.
iv. Asas ketertiban umum
Asas ini tercermin pada pasa 66 (c) UU
nomor 3 tahun 1999 yang menyatakan
bahwa: Putusan arbitrase internasional hanya
dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada
ketentuan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum
Pelaksanaan
eksekuatur

eksekus apabila
telah diperoleh mash sering
menyisakan berbagai permasalahan
dilapangan, apabila terjadi  perlawanan
terhadap pelaksanaan  eksekusi  yang
bersangkutan dengan alasan apapun. Seperti

diketahui, prosedur pelaksanaan eksekus
menurut hukum acara perdata
disdlenggarakan  sesuai  dengan  proses

pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana
berati dapat berlangsung dalam jangka
waktu panjang. Tentu sga keadaan demikian
menimbulkan perasaan ketidakpastian hukum
pada pihak-pihak yang bersangkutan.
[1l. PENUTUP

Pertanggungawaban Negara (Sate
Responsibility), dibatas pada
pertanggungjawaban atas perbuatan negara
yang melanggar hukum internasional. Dalam
sistem hukum internasional,
pertanggungawaban negara hanya akan
dilibatkan apabila tindakan individu tersebut
mengakibatkan negara melanggar norma
hukum internasonal.  Pandangan  hukum
nasional yang menyebutkan  peradilan
dilaksanakan secara independen, dan tak
boleh  diintervens. Secara  Nasiord,
pengakuan terhadap independens peradilan
termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi  “Kekuasaan  kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.”
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